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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Hasil analisis mengenai peran pemerintah daerah dalam mencegah dan
menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di
Kabupaten Sleman diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan
sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di
Kabupaten Sleman yaitu peran pemerintah dalam mencegah sengketa
berdirinya toko modern dengan pasar tradisional adalah dengan cara
mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten
Sleman yang terkait dengan penataan dan perizinan toko modern ke
instansi-instansi terkait di tingkat kecamatan dan di tingkat
padukuhan. Kemudian peran pemerintah daerah dalam mencegah
sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional selain
mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah yang terkait
juga syarat-syarat izin usaha toko modern seperti yang telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012
tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu
peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa terkait
berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten
Sleman, seperti yang terjadi di Desa Prayan Kulon, Condong Catur,

Kecamatan Depok, Sleman dimana warga melakukan penolakan
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terkait berdirinya toko modern tersebut, peran pemerintah Kabupaten
Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Sleman yaitu sebagai mediator bagi pelaku usaha toko
modern yang menjadi sengketa dan warga sekitar dari toko tersebut.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman
dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Sleman yaitu dari pihak pemilik usaha toko tersebut dan
dari warga sekitar toko tersebut. Kendala yang dihadapi dari pemilik
toko tersebut yaitu pemilik toko tetap mempertahankan kondisi fisik
bangunan toko seperti yang ada yaitu berbentuk toko modern.
Padahal menurut narasumber izin usaha yang diberikan terhadap
pemilik toko bukan merupakan izin usaha toko modern.

Kendala yang dihadapi dari warga sekitar toko modern tersebut yaitu
adanya masalah personal atau masalah pribadi dengan pihak keluarga
dari pemilik toko tersebut, sehingga tidak terkait langsung dengan
pendirian toko tersebut.

Kendala juga ditemukan dari pemerintah daerah sleman sendiri
dimana kurangnya pengawasan karena keterbatasan sumber daya
manusia.

Upaya yang seharusnya dilakukan agar toko modern dan pasar
tradisional dapat berjalan secara berdampingan, dimana ada upaya
dari aspek regulasi agar aturan yang dibuat untuk mengatur toko

modern dan pasar tradisional haruslah berdasarkan demokrasi
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ekonomi agar tercapai keadilan sosial. Kemudian upaya dari aspek
pelaksanaannya yaitu penataan pusat perbelanjaan dan toko modern
sesuai ketentuan regulasi, pengawasan harus ditingkatkan bila perlu
dibutuhkan pengawasan juga dari masyarakat, pemberian kredit
mudah untuk menambah modal pelaku usaha pasar tradisional serta

pembinaan terhadap pasar tradisional dan toko modern

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala kerendahan

hati memberikan saran sebagai berikut :

.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman seharusnya melakukan
pengawasan secara berkala terhadap pemberian izin usaha yang
dikeluarkan. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan peruntukkan
izin usaha sehingga izin usaha yang diberikan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya mendorong pelaku usaha
tradisional agar dapat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha toko
modern, misalnya dengan cara pemberian sistem kredit yang mudah di
bank atau dengan cara membersihkan dan memperindah pasar-pasar
tradisional sehingga konsumen dapat memilih berbelanja di pasar
tradisional karena adanya jaminan keamanan dan kenyamanan. Hal ini
merupakan bagian dari pencegahan sengketa terkait berdirinya toko

modern dengan pasar tradisional karena pelaku usaha tidak merasa
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penurunan pendapatan karena konsumen lebih memilih berbelanja di
toko modern

Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya dalam pemberian izin usaha
toko modern selain memperhatikan syarat-syarat pemberian izin usaha
toko modern berbentuk minimarket yang diatur dalam Pasal 12
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta izin IMB serta
izin gangguan, pemerintah Kabupaten Sleman juga harus
memperhatikan jarak lokasi antara toko modern yang akan dibangun
dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya seperti yang diatur
dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun
2012 dimana minimarket cabang dan minimarket waralaba paling
dekat berjarak 1000 meter dengan pasar tradisional. Hal ini selain
merupakan bagian dari penataan terhadap pertumbuhan toko modern
tersebut, juga merupakan bagian dari perlindungan pemerintah untuk
tidak membiarkan kehadiran toko modern tersebut mengakibatkan

pasar tradisional kehilangan eksistensinya.
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